WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan
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Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953,
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Neg;ra Nomor 2756});

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran ‘Negar:;.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran’

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman’?a:

“telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undé;_lg:

Undang Nomor 6 Tahun -2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor‘
2 Tahun 2022 tentang Cipta- Kerja Menjadi UnEang:

Undang (L,—emba:ran N%gara ‘Republik Iné}onesia Tahun
2023 Nomeor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856); B ) B
Peraturan Pemerintah Nomc;r 8 Tahun 2008 fenf;ng
Tahapan, Tata Cara- Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara. Repubﬁk Indonesia Tahun 2008Nemor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817); T

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KZ)TA BALIKPAPAN

Menetapkan

—

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN -

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAH-UNM

2025-2029. -
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BAB1 -
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang diﬁ'laksud ;ler;gan:

1.
2.
3.

7.

Daerah adalah Kota Balikpapan.
Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfa::-ﬁ:an
sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dam pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, B
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengaii Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. -

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disifigkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RPJMD TAHUN 2025-2029 -

Pasal 2 —
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walif{ota yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah
dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lmtas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang chsusun dengan .
berpedoman pada rencana pembangunan jangka panJang Daerah rencana

tata ruang wilayah dan rencana pembangungan jangka menengah

nasional.
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RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

b. peny;.lsunan RKPD; dan

c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika
sebagai berikut: -
a. BABI :  Pendahuluan;
b. BABII :  Gambaran Umum Daerah;
c. BABII : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. BABIV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;dan
e. BABV :  Penutup.

Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 4
Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam
Renstra Perangkat Daerah. -
Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaks;.l‘d‘ pada
ayat (1), Perangkat Daerah melakukan kooordinasi, sinergi, dan
harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 R
Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan -
pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang Daerah. )
Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. L
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Pasal 6 -
(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil ~pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusuri»ah
- rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; -
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- -
undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar. _

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa
berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

{3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
mencakup terjadinya:
a. bencana alam;

b. goncangan politik;

c. krisis ekonomi; N

d. konflik sosial budaya;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran Daerah; atau -
g. perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman -
RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud - pa&a ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. -

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saét Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota
Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah' Daerah Tahun 2021-2026 (Lemb?ran Daerah Kota Balikpapan

Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor

60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS’UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/32/6/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN



PENJELASAN
- ATAS -
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN -
NOMOR 6 TAHUN 2025 - -
TENTANG - -

ﬁEliICANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

IL.

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang.
Nomotr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap
daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di -daerahnya
untuk kurun waktu 5 tahun ke dé-fJan yang disebut Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen
perencanaan ini diharapkaljx akan mengarahkan setiap daerah untuk
dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi
daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJMD merupakan penjabaranydari
tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah, dalam bentuk visi, misi dan
arah pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang
mencakup kurun waktu mulai Tahun 2025 hingga Tahun 2029.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta

mengacu pada ketentuan peraturan perundangéﬁndangan.

-

PASAL DEMI PASAL -

Pasal 1
Cukup jelas. -

Pasal 2 -
Cukup jelas. -

Pasal 3 } -
Cukup jelas.

Pasal 4 .

Cukup jelas.
Pasal 5 ~
A Cukup jelas.
Pasal 6 = -
éukup jelas.




Pasal 7
Cukup jelas.
‘Pasal 8
Cukup jelas.

. ,’TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 81 -




